
BUPATI NGANJUK 
PROVINS! JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI NGANJUK 
NOMOR 4 TAHUN 2022 

TENTANG 

PENGALIHAN PENGELOLA KEGIATAN DANA BERGULIR MASYARAKAT 
EKS PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN 

MENJADI BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI NGANJUK, 

bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 75 Peraturan 
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 ten tang Badan U saha Milik 
Desa, perlu mengatur Pengalihan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir 
Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat 
Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama 
dengan Peraturan Bupati; 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa 
Timur {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 
41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 1965 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah 
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan 
Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 



4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
· Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)~ 

6 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Ad minislra:si 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5601; 

8 . Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta l<c,:ia 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 lentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang ·oesa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa 
kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 
2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 

6321); 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan 

Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6623); 
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ten tang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 

Tahun 2018; 
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Ter tinggal, Dan 

Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, 
Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha 

Milik Desa; 



Menetapkan 

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 
Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, 
Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, 
dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik 
Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama; 

14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 
Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara 
Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat 
Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Ma n diri 
Perdesaan Merijadi Badan Usaha Milik Desa Bersama; 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor l Tahun 2016 
tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Ta hun 
2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nom or 
3 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 
2022 Nomor 3); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 20 16 
tentang Perlindungan dan Pelestarian Hasil Kegiatan Program 
Pemberdayaan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten 
Nganjuk Tahun 2016 Nomor 3); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 20 16 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk 
Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 
(Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 8) ; 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALIHAN Pr•:NGELOL/\ 
KEGIATAN DANA BERGULIR MASYARAKAT EKS PROGRAM 

NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN 
MENJADI BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk. 
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan uru san 

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pernbantuan 
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan 
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaim a n g 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 



4 . Bupati adalah Bupati Nganjuk. 
5 . Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupa tcn 

Nganjuk. 

6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin 
oleh camat. 

7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan 
pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam 
pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewena ngan 
pemerintahan dari Bupati untuk menangani se bagian u rusan 
otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum 
pemerintahan. 

8 . Desa adalah masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah 
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 
prak.arsa masyarak.at, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional 
yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 

9 . Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan u rusan 
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam 
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa 
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 

11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat 
BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerin tahan 
yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa 
berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara 
demokratis. 

12. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai Perangkat 
Daerah dalam wilayah kerja Kecamatan. 

13. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah Peraturan yang 
clitetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat 
mengatur. 

14. Program . Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri 
Perdesaan yang selanjutnya disebut PNPM-MPd adalah 
program untuk mempercepat . penanggulangan kemiskinan 
secara terpadu dan berkelanjutan yang berbasis pad a 

pembangunan partisipatif. 
15. Musyawarah Desa yang selanjutnya disingkat Muscles adalah 

forum musyawarah masyarakat Desa yang dihadiri olch 

seluruh unsur kepentingan yang ada di Dcsa yang 
bersangkutan dan diselenggarakan menurut kcbutuhan. 

16. Musyawarah Antar Desa/Kelurahan yang selanj utnya 
disingkat MAD adalah musyawarah bersama antara d esa 

dengan desa lain yang dihadiri oleh masing-masing BPD, 
Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselengga rakan 
atas kesepakatan masing-masing kepala desa dalam rangka 
kerja sama antar desa yang dilaksanakan oleh Bada n 
Kerjasama Antar Desa. 



17. Kerja Sama Desa adalah kerjasama antar Desa yaitu 
kerjasama antara dua Desa atau kerjasama Desa-Desa 
dengan pihak ketiga untuk melaksanakan pengembangan 

usaha bersama, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, 
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat antar Desa. 

18. Dana Bergulir Masyarakat Eks PNPM-MPd yang selanjutnya 
disebut DBM Eks PNPM-MPd adalah seluruh dana yan g 
bersumber dari Pemerintah Pusat dan/ atau Pemcrintah 
Daerah melalui bantuan langsung masyarakat PN PM-M Pd 
serta perkembangan atau pertumbuhannya, yang dibcrikan 

kepada masyarakat untuk kegiatan pinjaman pergu lirnn 
sesuai mekanisme yang telah ditetapkan. 

19. Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd adalah kcseluruhan 
kelembagaan dalam pengambilan keputusan dan pclakswrnan 
kegiatan meliputi badan kerja sama antar DesLl: program 

nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pcrdcsaan, 
badan pengawas unit pengelola kegiatan, unit pengelola 
kegiatan, tim penanganan masalah dan penyehatan pinjaman, 
tim verifikasi, dan tim pendanaan. 

20. Jasa Pinjaman Perguliran adalah nilai tambah tertentu atas 
pokok pinjaman, yang ditetapkan dari waktu ke waktu, 
melalui musyawarah mufakat sesuai keputusan musyawarah 
antar Desa, yang bertujuan untuk menjaga nilai uang, 
mengelola risiko pinjaman perguliran, membiayai operasional 
pengelolaan, pengembangan kelembagaan dan bantuan sosial 
penanggulangan kemiskinan. 

21. Sekretariat Bersama adalah kelompok fungsional yang 
dibentuk oleh perangkat daerah yang membidangi 
pemberdayaan masyarakat dan desa bertugas melakukan 
pembinaan, pendampingan, koordinasi, komunikasi dan 
konsolidasi dalam rangka pelaksanaan BUM Desa bersama; 

22. Badan Kerjasama Antar Desa yang selanjutnya d isingkal 
BKAD adalah badan yang dibentuk atas dasar kesepakatan 
antar desa untuk membantu Kepala Desa dalam mcnjalankan 
kerjasama antar Desa dan dapat berfungsi sebagai Pclaksana 
Harian Kepenasehatan serta pelaksana Musayawarah An tar 
Desa. 

23. Badan Usaha Milik Desa Bersama Eks Program Nasional 
Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disebut. 
BUM Desa Bersama adalah badan hukum yang didirikan oleh 
Desa dan/ atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, 
memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan 
produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan / a tau 
menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebes8!-besamya 
kesejahteraan masyarakat Desa; 

24. Pelaksana Operasional yang selanjutnya disebut Direktur 
Utama/Direktur adalah lembaga pengelola dan pelaksana 
kegiatan BUM Desa Bersama. 



25. Kelompok DBM adalah sekumpulan orang yang 

memanfaatkan dana pinjaman SPP/UEP dari BUM Desa 

Bersama dalam satu wilayah Kecamatan. 
26. Hasil Usaha BUM Desa Bersama merupakan pendapatan yang 

diperoleh dari hasil kegiatan usaha dikurangi dengan 
pengeluaran biaya dalam 1 (satu) tahun buku. 

27. Surplus/Defisit Ditahan adalah jumlah surplus/defisit yang 
digunakan untuk penambah modal, yang berasal dari hasil 
kegiatan tahun-tahun sebelumnya. 

28. Surplus/Defisit Berjalan adalah surplus/defisit yang terjadi 
dalam periode laporan keuangan. 

29. Musyawarah Pendanaan Perguliran yang selanjutnya 
disingkat MPP, adalah musyawarah yang khusus membahas 
penetapan pendanaan perguliran dana UEP/SPP. 

30. Pengawas adalah salah satu organ BUM Desa Bersama dapat 
bera.sal dari eks badan pengawas Eks PNPM-MPd. 

31. Pegawai BUM Desa Bersama merupakan pegawai yang 
pengangkatan, pemberhentian, hak dan kewc~jibannya 
berdasarkan perjanjian kerja. 

32. Petunjuk Teknis Operasional yang selanjutnya disingka t Pro 
adalah petunjuk yang mengatur secara teknis pclak~.:rnaan 
program. 

33. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkal SOP 

ada)ah dokumen yang memuat standar kerja organisnsi da n 
merupakan pedoman kerja dalam pengclolaan oprasional bagi 

lembaga-lembaga yang ada dalam BKAD. 

BAB II 
MAKSUD, TUJUAN, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP 

Bagian Kesatu 
Maksud dan Tujuan 

Pasal 2 

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam 
pengalihan pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat Eks 
PNPM-MPd menjadi BUM Desa Bersama. 

Pasal 3 

Pengalihan pengelola kegiatan DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUM 
Desa Bersama ini bertujuan untuk: 
a. pencapaian penanggulangan kemiskinan mela lui pendckatan 

Pemberdayaan Masyarakat Desa; 
b . menguatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan 

Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui proses pengambilan 
keputusan MAD dan tata kelola BUM Desa Bcrsama yang 

transparan dan akuntabel; 



c. memberi dasar kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk 
melakukan pembinaan dan pengembangan; dan 

d. rujukan kebijakan pengelolaan kegiatan dana bergulir 
masyarakat dalam ta.ta kelola BUM Desa Bersama. 

Bagian Kedua 
Prinsip 

Pasal 4 

Tata kelola pengalihan pengelola kegiatan DBM Eks PNPM-MPd 
menjadi BUM Desa Bersama dilaksanakan dengan prinsip sebagai 
berikut: 
a . kepemilikan bersama masyarakat; 
b. partisipatif dan demokratis; 
c. sederhana, berpihak dan melindungi; 
d. keterbukaan dan kemandirian; 
e. kesetiakawanan sosial, kekeluargaan dan kegotongroyongan; 

f. terkendali dan seimbang; dan 
g. berkelanjutan. 

Bagian Ketiga 
Ruang Lingkup 

Pasal 5 

Ruang lingkup pengalihan pengelola kegiatan DBM Eks PNPM-MPd 

menjadi BUM Desa Bersama, meliputi: 
a. pembentukan BUM Desa Bersama; 
b. organisasi BUM Desa Bersama; 
c. MAD; 
d. perguliran DBM; 
e. pengelolaan dan pemanfaatan sisa basil usaha; dan 

f. pembinaan. 

BAB III 
PENGALIHAN PENGELOLA KEGIATAN 

DBM EKS PNPM-MPD MENJADI BUM DESA BER8AMA 

Bagian Kesatu 
Umum 

Pasal6 

(1) Pengalihan Pengelola kegiatan DBM Eks PNPM-MPd wajib 
dibentuk menjadi BUM Desa Bersama. 

(2) Pengalihan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd m enjadi 
BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 

dilaksanakan dengan: 



a. pengalihan aset; 
b. pengalihan kelembagaan; 
c. pengalihan personil; dan 
d. pengalihan kegiatan usaha. 

(3) Pengalihan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPci mcnj t1cli 

BUM Desa Bersama diputuskan dalam MAD, dituangkan dula m 

anggaran dasar BUM Desa Bersama, dan ditetapkan denga n 
Peraturan Bersama Kepala Desa. 

(4) Pengalihan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd menjadi 
BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
didanai oleh Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd. 

Bagian Kedua 
Pengalihan Aset 

Pasal 7 

(1) Pengalihan aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) 
huruf a dilakukan terhadap keseluruhan aset DBM Eks PNPM
MPd. 

(2) Aset DBM Eks PNPM-MPd sebagaimana dimaksud pada aya t (1) 

berupa harta atau kekayaan baik yang berupa uang maupun 
benda lain yang dapat dinilai dengan uang baik aset teta p 

maupun bergerak, yang selama ini dikelola dan dimanfaatkan 
dalam kegiatan DBM Eks PNPM-MPd. 

(3) Aset DBM Eks PNPM-MPd sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berasal dari: 
a. hibah atau bantuan pemerintah langsung dan/ atau ban tuan 

lainnya dari pemerintah pusat, pemerin tah daerah provin si, 
dan/atau pemerintah daerah kabupaten se lama pelaksanaan 
PNPM-MPd; 

b. pengembangan modal dari surplus/ Jasa Pinjaman 
Perguliran; 

c. bagian dari laba usaha yang ditetapkan dalam MAD u n tuk 
penambahan modal dan/ atau pengembangan usaha; dan 

d . kekayaan lain yang diperoleh secara sah selama pengelolaa n. 

(4) Aset DBM sebagaimana dimaksud pada ayat (3 ) huruf a dan b 

dihitung sejak didirikan BUM Desa Bersama dengan rmc1an 
sebagai berikut: 
a . Kecamatan Sawahan 
b . Kecamatan Ngetos 
c. Kecamatan Berbek 
d. Kecamatan Loceret 

= Rp4.081.266.98 1,
= RpS.061.587.083,
= Rp4.501.217.794,
= Rp2.850.501.51 l,

e. Kecamatan Pace = Rp2.655.752.653,

Rp3.978.951.658,
Rp2. 934 .682. 221 , -
Rp2.534.964.43 l ,-

f. Kecamatan Tanjunganom = 
g. Kecamatan Prambon = 
h. Kecamatan Ngronggot = 
1. Kecamatan Patianrowo 
J. Kecamatan Baron 

= Rp4.020 .7 14.~~08,
= Rp3.181.023 .4 78,-



k. Kecamatan Gondang 
1. Kecamatan Sukomoro 
m. Kecamatan Wilangan 
n. Kecamatan Rejoso 
o. Kecamatan Ngluyu 
p . Kecamatan Lengkong 
q. Kecamatan Jatikalen 

= Rp6.467. 764.823 ,
= Rp2.859.907.763,
= Rp3.547.007.943,
= Rp3.243.756.479,
= Rp2.234.850.926 
= Rp4.809.183. 785,
= Rp3.431.765.751,-

Pasal 8 

(1) Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menjadi mi1ik 
bersama masyarakat Desa dalam 1 (sa tu) kecamatan lokasi e ks 
PNPM-MPd. 

(2) Aset sebagaimana. dimaksud pada ayat (1) dialihkan sebagai 
penyertaan modal masyarakat Desa pada BUM Desa Bcrsama 
dan ditetapkan dalam MAD. 

(3) Modal masyarakat Desa sebagaimana dima ksu d pada uya t (2) 
status kepemilikannya merupakan kepemilikan bersama 
masyarakat dalam 1 (satu) kecamatan eks PNPM-MPd. 

Bagian Ketiga 
Pengalihan Kelembagaan 

Pasal9 

(1) Pengalihan kelembagaan sebagaimana dimaksu d dalam Pasal 6 

ayat (2) huruf b dilakukan melalui penyesu aian BUM Desa 
Bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
undangan. 

(2) Pengalihan kelembagaan sebagaimana dima ksud pada ayat (1) 
mempertimbangkan praktik tata kelola yang baik dan 
menjadikan ketentuan PTO dan SOP PNPM-MPd sebagai 
bagian dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM 
Desa Bersama. 

Pasal 10 

(1) Pengalihan kelembagaan sebagaimana dimaksu d dalam Pasal 9 
diputuskan dalam MAD. 

(2) MAD sebagaimana dimaksud pada ayat (I) diselenggara kan 
berdasarkan kesepakatan masing-masing kepala. Desa. dan 
Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd. 

(3) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat: 
a. waktu; 
b . tempat; 
c. agenda;dan 
d. penyelenggara. 



(4) MAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh: 
a. kepala Desa dalam satu wilayah kecamatan lokasi eks 

PNPM-MPd; 
b . ketua BPD dalam satu wilayah kecamatan lokasi eks PNPM-

MPd; 
c. pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd; 
d. unsur kecamatan; dan 
e . perwakilan masyarakat dalam satu wilayah kecama ta n 

lokasi eks PNPM-MPd. 
(5) Dalam hal lokasi kecamatan eks PNPM-MPd terdapa t 

kelurahan, MAD melibatkan lurah, lembaga kemasyarakatan 
kelurahan, dan perwakilan masyarakat kelurahan. 

(6) Perwakilan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4 ) 

huruf e terdiri atas: 
a. wakil kelompok simpan pinjam perempuan dan / atau 

kelornpok usaha ekonomi produktif; 
b. wakil rumah tangga miskin/rentan penerima manfaat; dan 
c . wakil dari tokoh masyarakat. 

(7) Perwakilan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) , 
· dipilih dalam Musyawarah Desa masing-masing Desa dengan 

pertimbangan keadilan gender. 
(8) Pengambilan keputusan dalam MAD sebagaimana dimaksu d 

pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Desa, Badan 
Permusyawaratan Desa, dan perwakilan masyarakat sebagai 

utusan Desa dan/ atau kelurahan yang memiliki hak suara . 

(9) Berdasarkan hasil keputusan MAD sebaga imana dimaksud 
pada ayat (8), hak dan kedudukan masyarakat Desa ctiat:ur 
dalam anggaran dasar BUM Desa bersama yang mcru palwn 
lampiran peraturan bersama kepala Desa. 

Pasal 11 

(1) Hak dan kedudukan masyarakat kelurahan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) dalam pengalihan 
kelembagaan tetap dijamin dalam pengambilan keputu san, 
kepengurusan, serta pelaksanaan kegiatan DBM Eks PNPM-

MPd dalam BUM Desa bersama. 
(2) Hak dan kedudukan masyarakat kelurahan diatur dalam 

anggaran dasar BUM Desa bersama yang merupakan lampiran 

Peraturan Bersama Kepala Desa. 

Bagian Keempat 
Pengalihan Personil 

Pasal 12· 

(1) Pengalihan personil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 
(2) huruf c dilakukan dengan membentuk BUM De~m bersa ma 

dengan melibatkan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd. 
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